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PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO 
 
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 
NOMOR 17 TAHUN 2009 

 
TENTANG 

 
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURWOREJO, 
 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengaturan terhadap 

bangunan agar tercapai penyelenggaraan bangunan yang 
tertib dan dapat menjamin keselamatan, kesehatan, 
kenyamanan, kemudahan khususnya bagi pengguna dan 
masyarakat sekitar bangunan, serta agar tercapai keserasian 
dan keselarasan dengan lingkungan, perlu adanya ketentuan 
yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan;  

 
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, terhadap 
pelayanan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dapat ditarik 
retribusi; 

 
c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Purworejo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan 
dan Membongkar Bangunan, sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, 
sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan 
menerbitkan Peraturan Daerah yang baru; 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan dan 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81pp008.pdf


 

2 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3470); 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3699); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4247);  

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Nomor 4389); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4444);   
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13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3258); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4139); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28               
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4655); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo 
Nomor  3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Purworejo Tahun 1989 Nomor  1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  23 Tahun 
2000 tentang Visi dan Misi kabupaten Purworejo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor  23); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor  6 Tahun 
2005 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purworejo Tahun 2005 Nomor  6); 
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 
3); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 
2008 Nomor 4); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO 

dan 
BUPATI PURWOREJO 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN  
BANGUNAN DAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. 

 
 
 

BAB I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Purworejo. 
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purworejo atau yang 

disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
menangani bidang tata bangunan. 

5. Instansi Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu atau yang 
disebut dengan sebutan lain yang berwenang menerbitkan Izin Mendirikan 
Bangunan. 

6. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah izin yang 
diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk 
mendirikan bangunan, mengubah, dan/ atau merawat bangunan sesuai 
dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 

7. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruh 
atau sebagian, baik membangun baru maupun menambah bangunan yang 
ada.  
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8. Mengubah bangunan adalah pekerjaan memperluas, mengurangi, 
menambah bagian bangunan, termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan, yang meliputi 
mengubah fungsi dan kegunaan bangunan, mengubah bentuk dan estetika, 
serta mengubah konstruksi bangunan.  

9. Merawat bangunan adalah kegiatan memperbaiki dan/ atau mengganti 
bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/ atau prasarana dan 
sarana agar bangunan tetap laik fungsi. 

10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaaan konstruksi yang menyatu 
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas 
dan/ atau di bawah tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat 
manusia melakukan kegiatannya atau sebagai sarana penunjang. 

11. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada 
di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai 
tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat 
tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya 
maupun kegiatan khusus. 

12. Bangunan bertingkat adalah bangunan yang tersusun dari beberapa lantai 
yang bertumpu pada dasar yang sama. 

13. Bangunan dengan fungsi khusus adalah bangunan dengan fungsi utama 
sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan 
tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat 
membahayakan masyarakat sekitar dan/ atau mempunyai resiko bahaya 
tinggi, meliputi bangunan untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan 
keamanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan menteri. 

14. Bangunan lainnya adalah bangunan selain bangunan gedung, seperti 
bangunan kandang untuk peternakan, bangunan penunjang, semua 
bangunan ruang yang berfungsi sebagai fasilitas penunjang, bangunan 
perkerasan tanah atau bangunan utilitas. 

15. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB. 
16. Ketinggian bangunan adalah jumlah lantai penuh dalam suatu bangunan 

atau ukuran tinggi bangunan sampai dengan lantai ruang tertinggi. 
17. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari lantai dasar sampai puncak 

atap bangunan yang dinyatakan dalam meter. 
18. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya dapat disingkat RAB adalah 

perhitungan volume bahan dan pekerjaan dikalikan satuan harga dan upah 
dalam perencanaan pekerjaan mendirikan bangunan.  

19. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha 
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan 
lainnya. 

20. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan 
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau 
kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
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